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ABSTRAK

Penulisan Skripsi dengan Judul : Penerapan Teori Pemidanaan Terhadap Kasus
Pembunuhan Berencana Yang Di Vonis Pidans Mati Tindak Pidana
Pembunuhan berencana adalah satu dari sekian findak pidana yang sangat
meresahkan ditengah masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan
pidana berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu
tertentu, paling lama dua puluh tahun, Ada beberapa kasus pembunuhan berencana
yang cukup menarik perhatian pada akhir 2020 hingga akhir 2021, dimana terjadi
di dserah Seumlski dan Payakumbuh Hakim dalam Putusan Nomor:
33/Pid.B/2021/PN.Sml dan Putusan Nomor: 199/Pid.B/2020/PN Pyh. menjatuhkan
pidana mati terhadap terdakwa meski dalam funtutan jaksa penuntut umum
Pengadilan Negeri Saumlaki hanyalah penjara 15 tahun dan tuntutan penuntut
umum Pengadilan Negeri Payakumbuh hanyalah penjara 19 tahun. Penulis dalam
kasus ini merumuskan masalah sebagai beriku : 1) Pertimbangan Hukum Hakim
dalam Menjatubkan Pidana Terhadsp pelaku Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana yang Di Vonis Pidana Mati dan 2) Penerapan Teori Pemidanaan dalam
Kasus Pembunuhan Berencana yang di Vonis Pidana Mati. Untuk menjawab
permasalaban diatas, penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan
sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

teml:utdiplnd.mgpumdmteluhmmwhikndihn Dan untuk
pemidanaan dalam m_muhhn pidana mnidl.lmhmpembumﬂl!nhum

Pembimbing Utama Pembimbjng Pembanty

Dr, He Yuningsih, S.H., M.H, Isma N SH,M.H
NIP.198301242009122001 NIP, 199404152019032033
Mengetahui,

Ketun Blglluhu Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H,
NIP, 196802211995121001
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BABI1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar pegangan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum
dimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, dimana

9]

menyebutkan bahwa ‘“Negara Indonesia merupakan negara hukum.”' Negara
hukum berdiri di atas hukum yang mengamankan keadilan bagi seluruh warga
negara khususnya masyarakat Indonesia, negara hukum didasarkan atas nilai-
nilai Pancasila yang menjelaskan bahwa pandangan hidup bangsa dan sumber
dari seluruh sumber hukum.

Hukum merupakan Peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa,
dimana yang membatasi tingkah laku manusia di dalam kalangan masyarakat
yang disusun oleh badan-badan legal yang berwajib, dimana kesalahan dalam
peraturan-peraturan tadi mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan
melakukan sanksi tertentu.? Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat
dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain yaitu

berupa kesengsaraan atau rasa tidak enak bagi yang berkaitan disebut dengan

terpidana.

Jimly Asshiddigie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” https:/pn.gunungsitoli.go.id,
diakses tanggal 17 Agustus 2022.

2 CST. Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
1986, hlm. 38.




Mengenai tujuan hukum pidana di dalam aliran modern dijelaskan
bahwa tujuan hukum pidana itu untuk mengamankan relevansi individu dari
kesewenang-wenangan, aliran modern ini juga bertujuan untuk melindungi
masyarakat dari yang namanya kejahatan.>

Hukum pidana menjelaskan bahwa, kejahatan merupakan setiap
tindakan yang melanggar Undang-Undang, yang bisa dihukum pidana.*
Kejahatan juga merupakan tindakan yang termasuk jahat, yang menyalahi
kodrat manusiawi. dimana setiap tindakan yang mengakibatkan tindakan yang
merusak, dan mempengaruhi suatu sistem dalam arti yang luas, melanggar
norma-norma yang disepakati untuk ditaati merupakan tindakan yang jahat.
Dengan demikian kejahatan tersebut dapat membebani seluruh masyarakat.

Adapun beberapa jenis-jenis dalam kejahatan yaitu mengenai kejahatan
dengan kekerasan yang diartikan sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan-
rumusan ketentuan di dalam buku-II KUHP yang dilakukan dengan cara yang
mengakibatkan luka atau merampas nyawa orang lain (matinya seseorang).’

Kejahatan terhadap nyawa sendiri diartikan sebagai kejahatan yang
paling tinggi kedudukannya dalam jenis kejahatan, dalam hal hukuman juga
yang paling berat hukumannya di dalam KUHP. KUHP sendiri telah mengatur

dengan rinci mengenai tindak pidana melenyapkan nyawa, bahkan pembunuhan

3 Eddy O.S.Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarya: Cahaya Atma Pustaka,
2015), him. 31.

4 Nandang Sambas dan Dian Andriasari, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2019), him. 18.

5> Wahyu Widodo, Kriminologi Dan Hukum Pidana, (Semarang: Universitas PGRI
Semarang Press, 2015), him. 62.



berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, dimana agar masyarakat
mengetauhi dan tidak akan berupaya melakukan perbuatan tindak pidana
tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya masih terbilang banyak yang
masih melakukan tindak pidana pembunuhan, diantaranya mulai dari
pembunuhan biasa sampai ke pembunuhan berencana. Dalam Pasal 340 KUHP
dikatakan bahwa karena seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain
dengan terlebih dahulu merencanakan perbuatannya. Maka dalam hal ini tidak
ada alasan pemaaf untuk tindakan yang diperbuatnya tersebut. Dimana manusia
terkadang manghalalkan segala daya upaya untuk membalaskan dendamnya
karena sakit hati atas perbuatan korban/seseorang.®

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya ialah disertai dengan
adanya tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang terjadi dalam keluarga
atau rumah tangga, dalam lingkungan pertemanan, pemerkosaan, perampokan,
penipuan, ataupun pertengkaran yang dialami sepasang kekasih yang berujung
pada terjadinya pembunuhan, serta kejahatan yang lainnya. Dalam hal ini
pembunuhan sangat mudah dilakukan oleh banyak orang serta banyak yang
berfikiran bahwa dengan melakukan perbuatan pembunuhan merupakan jalan
yang paling aman dalam mengambil keputusan untuk membalaskan rasa

dendam atau sakit hati yang dilakukan seseorang.’

¢ Abd Razak Musahib, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang
Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, ” Jurnal Inovasi Penelitian, (Februari 2022), hlm. 3.

71 Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliartini dan Dewa Gede Sudika Mangku,
“Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan
Negeri Singaraja Dalam Perkara No.124/Pid.B/2019/Pn.Sgr),” Jurnal Komunitas Yustisia
Universitas Pendidikan Ganesha, (Mei 2020), hlm. 50.



Tindak pidana pembunuhan memiliki sebagian bentuk atau kapasitas,
diantaranya yaitu tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan
berencana. dimana tindak pidana pembunuhan diatur pada Pasal 338 KUHP,
berbunyi yaitu:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain
diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling
lama lima belas tahun.”

Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana juga diatur dalam
Pasal 340 KUHP, yang mana berbunyi yaitu:®
“Barang siapa yang sengaja dan dengan rencana terlebih
dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena
pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau
pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama

dua puluh tahun.”

Adapun unsur-unsur dari Pasal 338 dan 340 KUHP, yang mana unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut:’
Maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa pada Pasal 338 yaitu:!'
1. Unsur Objektif yaitu Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain
2. Unsur Subjektif yaitu perbuatan dengan sengaja
Maka unsur-unsur dalam pembunuhan berenana pada Pasal 340 yaitu:
1. Barang siapa

2. Dengan Sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu

8 Ibid., hlm. 20.

Junior Imanuel Marentek, ‘“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP”, Jurnal Lex Crimen, (November 2019),
hlm. 92.

19 1bid., hlm. 92.



3. Merampas nyawa orang lain

Kejahatan pembunuhan berencana diartikan sebagai kejahatan yang
paling berat ancaman pidananya dari semua bentuk kejahatan tentang tubuh dan
nyawa manusia yaitu hukumannya maksimal dengan pidana mati, dan dalam
kejahatan pembunuhan berencana ini juga diancam dengan pidana seumur
hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Dalam Unsur-
unsur pada Pasal 340 KUHP sama dengan Pasal 338 KUHP, hanya ditambah
unsur dengan rencana terlebih dahulu. !!

Adapun penjelasan mengenai Pemidanaan adalah suatu jalan terakhir
dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan di dalam menjatuhkan
pidana haruslah memberikan kemerdekaan kepada perseorangan dan menjaga
agar sosok manusia selalu dihormati. Oleh sebab itu maka dalam pemidanaan
haruslah mempunyai tujuan dan juga fungsi yang dapat menjaga keseimbangan
individu dengan kepentingan-kepentingan masyarakat untuk memperoleh
kesejahteraan secara bersama. Adapun di dalam bidang ilmu hukum pidana ada
beberapa teori pemidanaan yang terdiri dari teori absolut atau disebut dengan
teori pembalasan, teori relatif atau disebut dengan teori tujuan, teori gabungan.
Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Dalam teori ini
dijelaskan bahwa teori pembalasan merupakan legitimasi pemidanaan.

Pada teori absolut menjelaskan bahwa setiap kejahatan haruslah diikuti

dengan adanya pidana sehingga tidak boleh tidak tanpa tawar menawar terlebih

"' Yogi Aranda, “Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh
Anak Terhadap Anak”, Jurnal Ius Poenale, (Juli-Desember 2020), hIm. 5-6.



dahulu. Seorang yang mendapatkan suatu pidana karena telah melakukan
suatu kejahatan, maka dalam pemberian pidana ditunjukan sebagai bentuk
pembalasan terhadap orang yang telah melakukan suatu kejahatan tersebut.

Pada teori pembalasan atau absolut ini terbagi ke dalam pembalasan
subjektif dan pembalasan objektif. Penjelasan dari Pembalasan subjektif
merupakan suatu pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif
ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.
Tujuan pidana pidana dalam teori relatif ini yaitu untuk mencegah agar
ketertiban di dalam suatu masyarakat itu tidak terganggu.

Pada teori gabungan menjelaskan bahwa dalam tujuan pidana itu untuk
membalas kesalahan penjahat dan juga untuk melindungi masyarakat, dengan
mewujudkan ketertiban. Teori ini juga menggunakan kedua teori (teori absolut
dan relatif) sebagai dasar pemidanaan.

Adapun yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah mengenai
Penerapan teori Pemidanaan Terhadap Pembunuhan Berencana yang di vonis
pidana mati Pada Putusan Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sml. dan Putusan
Hakim Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh. Dalam kasus pembunuhan berencana
yang terjadi di Desa Rumah Salut, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten
Kepulauan Tanimbar. Dalam Putusan Nomor 33/pid.B/2021/PN Sml. Dengan
terdakwa atas Nama: Arkilaus Enus Alias Arki Alias Kilu. Tempat/ Tanggal
Lahir : Siera/ 20 November 2001, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Berkebangsaan :
Indonesia, Pekerjaan : Nelayan. Dalam Perkara ini terdakwa mempunyai niat

membunuh korban karena bermula dari kakak perempuan terdakwa yang



mengalami kerasukan, dan mengatakan bahwa semua orang yang ada dalam
rumah terdakwa akan dibunuh oleh Samonici Luanmase, dimana terdakwa
merasa dendam dan ingin membunuh korban karena terdakwa merasa emosi
akibat saudara perempuan terdakwa meninggal dunia dan diduga meninggal
karena disantet oleh terdakwa dan mulai merencanakan membunuh korban
karena terdakwa takut semua keluarganya akan dibunuh oleh korban melalui
santet.

Pada Perkara ini terdakwa didakwa: menggunakan dakwaan Primer
Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yakni, “Barang siapa yang
sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,
diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana
seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”!?
Dakwaan Subsidair Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa yakni,
“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena
pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”'* Dakwaan
lebih subsidair Pasal 353 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan dengan rencana
terlebih dahulu yakni, “Jika Perbuatan itu mengakibatkan kematian yang
bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”'*

Berdasarkan barang bukti yang telah dilampirkan dipersidangan maka

hakim Pengadilan Negeri Saumlaki menyatakan bahwa terdakwa Arkilaus Enus

240.

12R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Bogor: Politela, 1995), him.

13 Ibid., him. 240.
14 Ibid., hlm. 241.



Alias Arki Alias Kilu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, “Dengan sengaja dan dengan
rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu saudari Alm.
Samonici Luanmase Suherman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair, serta Menjatuhkan
pidana terhadap terdakwa Arkilaus Enus Alias Arki Alias Kilu dengan Pidana
Mati.

Selanjutnya Kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kedai tempat
tinggal korban Ramunas di Kelurahan Padang Tanggah Payobadar Kecamatan
Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh. Dalam Putusan Nomor
199/Pid.B/2020/PN Pyh. Dengan terdakwa atas Nama : Nofrianto alias Rian bin
Ismet, Tempat / Tanggal Lahir : Koto Harau / 5 November 1997, Jenis Kelamin:
Laki-laki, Berkebangsaan Indonesia, Pekerjaan : Petani. Dalam perkara ini
terdakwa mempunyai niat untuk membunuh Ramunas karena teringat korban
ramunas karena terdakwa yang telah lama memendam rasa sakit hati kepada
ramunas karena sering melontarkan kata-kata kasar kepada terdakwa saat
menagih hutang, lalu berniat menghabisi nyawa ramunas.

Pada Perkara ini terdakwa didakwa: Dakwaan kesatu Primair Pasal 340
KUHP tentang Pembunuhan Berencana yakni “Barang siapa yang sengaja dan
dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena

pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup



atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”!'> Dakwaan kesatu
subsidair Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa yakni “Barang siapa
dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan,

?16 atay Dakwaan kedua

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 365 Ayat (1) (2) ke- 1, 3 (3) KUHP tentang Pencurian yakni “(1) Diancam
dengan pidana Pen jara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului,
disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang
dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau
dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. (2) Diancam
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun : 1. Jika perbuatan dilakukan
pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya, diberjalan. 3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan
merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian
jabatan palsu. (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”!’

Berdasarkan barang bukti yang telah dilampirkan dipersidangan, maka
hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh menyatakan bahwa terdakwa Nofrianto

Alias Rian Bin Ismet tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana

15 Saptono Raharjo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2017), him. 138.

16 Ibid., him. 138.

17 Ibid., him. 146.
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dakwaan Alternatif Kesatu Primair, serta menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa Nofrianto Alias Rian Bin Ismet dengan Pidana Mati.

Berdasarkan dari uraian beberapa kasus diatas, maka penulis tertarik
untuk mengkaji dan meneliti bagaimana bagaimana pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan vonis mati dalam putusan tersebut dan penerapan teori
pemidanaan terhadap kasus pembunuhan berencana yang di vonis pidana mati
Untuk itulah penulis ingin melakukan penelitian dengan Judul “PENERAPAN
TEORI PEMIDANAAN TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DI VONIS PIDANA MATI (PUTUSAN NOMOR:
33/PID.B/2021/PN.SML DAN PUTUSAN NOMOR:

199/P1D.B/2020/PN.PYH)”
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A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah penulis uraikan di atas maka

diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana Penerapan Teori Pemidanaan dalam Kasus Pembunuhan Berencana
yang Di Vonis Pidana Mati pada Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sml. dan
Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh ?

Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Di Vonis Pidana Mati pada
Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN  Sml. dan Putusan Nomor

199/Pid.B/2020/PN Pyh?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai

dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Teori Pemidanaan dalam
Kasus Pembunuhan Berencana yang Di Vonis Pidana Mati pada Putusan
Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sml. dan Putusan Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh.

Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan
Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Di Vonis
Pidana Mati pada Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sml. dan Putusan Nomor

199/Pid.B/2020/PN Pyh.
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C. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai

pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
Manfaat secara teoritis ini mempunyai penjelasan yaitu dari hasil
penulisan ini agar nantinya mampu bermanfaat sebagai literatur serta bahan-
bahan informasi lainnya bagi yang membacanya.'® penelitian ini di harapkan
berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat memperluas daya berfikir
dan dapat menjadi salah satu referensi. Khususnya untuk menambah
pengetahuan penulis dan menambah bahan kepustakaan terhadap materi

mengenai pembunuhan berencana yang di vonis pidana mati.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memperjelas sanksi hukum
yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai
KUHP dan Sebagai tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu
pengetahuan pada masa yang akan datang. Serta hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang ilmu hukum berkaitan
dengan tindak pidana pembunuhan dengan berencana sehingga memberikan

kesadaran mendalam dan tidak melanggarnya.

18 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011), hlm. 15.
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D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum dalam bidang
hukum pidana dengan fokus mengenai teori pemidanaan dan ratio decidendi atas
vonis mati pada kasus pembunuhan berencana, penulis menggunakan 2 putusan
sebagai bahan hukum yakni, Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Sml. dan Putusan

Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh.

E. Kerangka Teori

Penulis menggunakan dua teori yaitu teori pemidanaan dan teori ratio
decidendi.
1. Teori Pemidanaan
Dalam teori pemidanaan dijelaskan bahwa kesalahan yang
mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah
melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab dengan
kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Tidaklah
perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu setiap kejahatan
harus berakibat dijatuhkanya pidana kepada pelanggar. Adapun dalam
teori pemidanaan pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan
besar yaitu:

a. Teori Absolut
Disebut absolut, sebab pidana merupakan tuntutan mutlak,
bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi merupakan kaharusan,

hakikat pidana ialah pembalasan. Berlakulah asumsi bahwa orang yang
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membunuh, harus dibunuh, orang yang mencuri harus lah dipotong

tangannya. '

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

C.

Menurut penulis, teori ini merupakan suatu perlawanan terhadap
teori absolut (akan tetapi teori ini bukan menyempurnaan teori absolut)
yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman
terhadap penjahat. Teori ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman
pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari
suatu penghukuman. Teori ini mendasarkan untuk menyelenggarakan
tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan.
Wujud pidana ini berbeda-beda: menakut-nakuti, memperbaiki, atau
melenyapkan.?

Teori Gabungan

Kemudian muncul golongan ketiga yang mendasarkan
pemidanaan kepada kombinasi terhadap teori pembalasan dengan teori
tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. dikatakan bahwa dalam
teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing memiliki kelemahan-

kelemahan tersendiri, antara lain sebagai berikut:?!

hlm. 89.

19 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana, (Surabaya: Airlangga University Press,
2014), Him. 92.

20 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia, (Depok: PT. Rajawali Pers, 2016), him. 170.

2 Junior Imanuel Marentek, “ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP,” Jurnal Lex Crimen (November 2019),
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a. Sulitnya dalam menentukan berat/ringannya pidana, atau ukuran
balasan tidak jelas.

b. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai
alasan.

c. Hukuman pidana dapat menjadi pembalasan tidak berguna bagi

masyarakat.

2. Teori Ratio Decidendi

Pengertian Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim adalah
argument/alasan hakim yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan
hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Ratio decidendi
Hakim dapat diartikan sebagai pikiran hakim yang menentukan seorang
hakim membuat amar putusan.

Alasan hakim pada pertimbangan hakim dalam suatu putusan harus
bersifaat dan menjadi dasar suatu putusan. Putusan pengadilan harus
membuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan
dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dan
Hakim sebelum menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang
diperiksanya tentunya akan mempertimbangkan hal-hal yang ada
relevansinya terhadap perkara yang diperiksan, dengan adanya tujuan ratio
decidendi atau reasoning tersebut dapat dijadikan referensi bagi

penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian memiliki peranan penting dalam pembuatan suatu karya
ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode
penelitian akan diterapkan penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian
yang bersifat ilmiah atas kepastian hukum dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah. Dimana metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1) Jenis Penelitian
Dengan mengacuh pada rumusan masalah, maka jenis penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan
suatu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder yang mencakup
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.*
2) Pendekatan Penelitian
Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan Perundang-Undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua
peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu
hukum yang ditangani, pendekatan Undang-undang ini akan membuka
kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan

kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya

22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2011), hlm 13-14.
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atau Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang regulasi dan Undang-
Undang.?

. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus
kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telahmenjadi putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. dimana kasusnya
dapat berupa susuatu yang terjadi di Indonesia maupun dinegara lainnya.
Dan yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah ratio
decidendi yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu
putusan.?* dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian Undang-
undang dan pendekatan kasus, agar penulis dapat mengetauhi tentang
bagaimana penerapan teori pemidanaan terhadap pelaku pembunuhan

berencana.

3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data sekunder mempunyai pengertian yaitu sebagai sumber data

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.?> Penelitian ini

mengutamakan studi kepustakaan. Untuk itulah bahan-bahan hukum yang

digunakan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mempunyai pengertian yaitu bahan hukum

yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan

2 Djulacka, Devi Rahayu, Metode Penelitian Hukum ( Surabaya: Scopindo Media Pustaka,

2019), hlm 32.

24 Ibid., hlm. 34.
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pengadilan dan dokumen resmi negara.”® Adapun yang termasuk sebagai
sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji
setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana;*’
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;®
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;?’
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/Pid.B/2021/PN.Sml;*°
5. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 199/Pid.B/2020/PN Pyh;?!
b. Bahan hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder ini terdiri dari, bahan hukum, jurnal hukum
yang berisi prinsip-prinsip dasar atau asas hukum, pandangan para ahli, hasil
penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.3?
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memiliki arti yaitu, bahan yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan

26 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.
59.

Y"Indonesia, Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 1 tahun 1946, LN No.
127 Tahun 1958, TLN No. 1660
28 Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 tahun 1981, LN No. 76

Tahun 1981, TLN No. 3209.

2 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 tahun 2009, LN No.
157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

30 Pengadilan Negeri Saumlaki Putusan No. 33/Pid.B/2021/PN.Sml

31 Pengadilan Negeri Payakumbuh, Putusan No. 199/Pid.B/2020/PN Pyh.

32 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 60.
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hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan
ensiklopedia hukum.>?

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini untuk mendapatkan data yang akurat maka dalam
melakukan pengumpulan data yaitu dengan melalui kepustakaan, dimana studi
kepustakaan ini dilakukan dengan mengutip, mencatat serta dengan memahami
berbagai literatur yang ada seperti: buku, laporan penelitian terdahulu, artikel
ilmiah, jurnal, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan
yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi.

Teknik Analisis Bahan Hukum
Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian hukum deskriftif bersifat

pemaparan dan bertujuan memperoleh gambar (deskripsi) lengkap tentang
keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau
mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi
didalam suatu masyarakat.>*
Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah teknik berfikir deduktif, dimana penalaran deduktif adalah suatu proses

penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.*

33 Ibid., hlm. 62.
34 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia

Publishing. 2012), hlm. 302.

35 Nitarisa Angkasara, Yuli Kusuma Wardani, Zulkarnain, Yennie Agustin, Ali Faisal, Rita

Susanti, Gunawan, Husni Mubaroq dan Maya Shafira. Metode Penelitian Hukum Sebagai
Pengantar, cet 1 (Lampung: CV laduny Alifatmah, 2019), him. 77.
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